BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan analisis menggunakan teori Shabbir Cheema dan Rondineli
serta hasil dari penelitian pelaksanaan Pembangunan Industri Rumahan melalui

Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan
Perempuan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal, dari setiap
variabel pengukuran terdapat faktor yang menjadi penghambat keoptimalan
pelaksanaan yaitu:

a. Kondisi Lingkungan
Pelaku usaha industri rumahan telah melaksanakan usahanya sebelum
adanya program industri rumah, tetapi pola pikir mereka yang masih
berpikir sudah cukup dengan yang mereka dapatkan sehingga sulit untuk
dikembangkan, hal lain yang menghambat keoptimalan industri rumahan
adalah bahan baku, Secara kualitas, bahan baku di wilayah sekitar lebih
baik tetapi harganya lebih tinggi daripada dari luar daerah, sehingga pelaku
usaha mencari bahan baku dari daerah lain yang artinya akan ada
tambahan biaya untuk mendapatkan bahan baku seperti transport atau
biaya kirim
b. Hubungan Antar Organisasi

Bupati Kulon Progo telah mengeluarkan Keputusan pembentukan tim
pelaksana pengembangan industri rumahan pada tahun 2017 yang terdiri
dari beberapa dinas terkait dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
meskipun Dinas-dinas terkait selalu melibatkan pelaku industri rumahan
dalam setiap pelatihan, pameran yang dilaksanakan, tetapi pada
pelaksanaannya komunikasi dan koordinasi yang terjalin belum dilakukan
secara formal dengan sesama tim pelaksana pembangunan industri
rumahan, koordinasi yang dilakukan saat pelaku industri rumahan
mengikuti pelatihan bersama atau pada saat pelaksanaan program yang

saling terlibat. Hubungan antar organiasi belum berjalan secara optimal
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untuk pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan industri rumahan di
Kabupaten Kulon Progo.
c. Sumber Daya Implementasi
Minimnya dukungan anggaran khusus untuk pelaksanaan industri rumahan
menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya pembangunan dan
keberlanjutan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan
industri rumahan belum mendapat anggaran cukup dari APBD,
pelaksanaan kegiatan industri rumahan digabungkan dengan kegiatan lain
yang hampir sama, koordinasi hanya dilakukan melalui telepon dan hanya
ketika ada masalah, dan juga tidak adanya peraturan untuk mendukung
pelaksanaan pembangunan industri rumahan. Hambatan untuk pelaku
usaha industri rumahan sendiri diantaranya permodalan dan bantuan alat
usaha, pada awal pelaksanaan industri rumahan, bantuan alat sudah
diberikan tetapi alat yang diterima pelaku usaha belum sesuai dengan
kebutuhan dan tidak sesuai yang diharapkan.
d. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan industri rumahan di
Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo telah menunjuk 3 tenaga
pendamping pelaku usaha tetapi penunjukkan tidak dibarengin dengan
pelatihan untuk tenaga pendamping. Pendamping industri rumahan di
Kabupaten Kulon Progo memiliki latar belakang pengalaman
pendampingan masyarakat dalam program lain tetapi masih perlu
ditingkatkan kapasitasnya  dengan  pelatihan-pelatihan  terkait
pengembangan usaha khususnya terkait dengan fungsi dan penugasan
pendamping desa. Pendamping pelaku usaha diperlukan untuk
memberikan dampingan teknis dan juga sebagai perantara antara pelaku
usaha dengan pemerintah dan juga sebagai salah satu kunci keberhasilan

dalam pembangunan industri rumahan.
2. Strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan

pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperbarui
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Keputusan Bupati Kulon Progo dengan melibatkan Dinas-Dinas terkait,
akademisi, Lembaga non pemerintah seperti lembaga masyarakat dan media
massa, dan pendamping pelaku usaha disertai dengan peran masing-masing
tim. Selanjutnya bersama-sama mengidentifikasi pelaku usaha yang masih
berjalan dan memetakan kembali kebutuhan-kebutuhan yang perlu ditingkatkan
untuk mendukung pembangunan industri rumahan dengan melibatkan para
pelaku usaha serta memberikan penyadaran kepada pelaku usaha bahwa
mereka harus berdaya dan usaha mereka perlu berkembang. Hal-hal tersebut
sebagai dasar pengajuan dukungan anggaran untuk pelaksanaan industri
rumahan terus berjalan dan berkesinambungan. Selain hal tersebut, peran
KemenPPPA juga sangat diperlukan untuk selalu melakukan pemantauan,
evaluasi dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo untuk pembangunan industri
rumahan yang berkelanjutan, dan perlu juga dukungan dari DPRD Kabupaten
Kulon Progo yaitu mensinergikan pelaksanaan pembangunan industri rumahan
dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi program DPRD Kabupaten Kulon

Progo terkait pemberdayaan perempuan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, saran dari
peneliti sebagai berikut:

1. Perlunya penyadaran kepada pelaku usaha pentingnya memiliki usaha yang
berkelanjutan, perlunya peningkatan kapasitas baik untuk pelaku usaha,
pendamping industri rumahan dalam pengembangan usaha dengan
memberikan pelatihan dan sosialisasi kebijakan pembangunan industri
rumahan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo juga perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama
antar Dinas, akademisi, lembaga masyarakat, media dan pendamping usaha
industri rumahan mengidentifikasi kembali pelaku-pelaku usaha industri
rumahan, merancang kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan industri
rumahan serta untuk mengurai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh

para pelaku industri rumahan supaya dapat berkembang.
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2. Sebagai dasar dari proses pelaksanaan pembangunan industri rumahan,
diperlukan payung hukum berupa Keputusan Bupati Kulon Progo yang
merubah Keputusan Bupati sebelumnya dengan melibatkan Dinas-Dinas
terkait, Akademisi, Lembaga Masyarakat, Media dan Pendamping Pelaku
usaha dan Pelaku Usaha, yang akan menjadi dasar dan penguatan proses
pelaksanaan pembangunan industri rumahan terutama untuk penganggaran
baik pelaksanaan maupun pendampingan pembangunan industri rumahan di
Kabupaten Kulon Progo. KemenPPPA sebagai pemerintah pusat dan yang
menginisiasi kebijakan pembangunan industri rumahan melalui pemberdayaan
perempuan, perlu memastikan pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Kulon
Progo terus berjalan dan mendorong Pemerintah Daerah untuk bersinergi
dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan kebijakan
pembangunan industri rumahan ini.

3. Koordinasi dan Kerjasama antara Lembaga pemerintah baik pusat maupun
daerah, akademisi, lembaga non pemerintah seperti lembaga masyarakat dan
media, pendamping usaha serta pelaku usaha perlu ditingkatkan dan diperjelas
masing-masing perannya untuk keberlanjutan dan replikasi pembangunan
industri rumahan. Hal ini dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya,
masing-masing peran diperjelas dalam peraturan ataupun keputusan yang
akan menjadi dasar hukum semua pelaksana serta penguatan untuk

penganggaran.
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